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ABSTRAK

Winda Rahayu. Analisis Maslahah Terhadap Jaminan ljazah Dalam Sistem Kontrak
Kerja (Studi Kasus di PT. Mega Colombus Parepare) (dibimbing oleh Sudirman L
dan Aris)

Pada penelitian ini, peneliti mempunyai dua rumusan masalah. 1) Bagaimana
bentuk perjanjian kerja bersyarat jaminan ijazah karyawan dalam hubungan kerja di
PT. Mega Columbus Parepare. 2)Bagaimana analisis maslahah terhadap praktek
jaminan ijazah karyawan dalam hubungan kerja di PT. Mega Columbus Parepare.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti serta pihak PT
Mega Colombus kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan merujuk pada
pendekatan penelitian lapangan (flield research) instrument pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data
yaitu menggunakan analisis kualitatif; Pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan
kesimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk perjanjian kerja bersyarat
jaminan ijazah karyawan di PT. Mega Columbus Parepare sebagai suatu
pertimbangan persyaratan administrasi karyawan dalam melakukan perekrutan
karyawan dan sebagai bentuk kontrak kerja karyawan dengan dasar perjanjian yang
dilakukan oleh kedua belah pihak karyawan dan PT.Mega Colombus Kota Parepare,
2) Analisis maslahah terhadap praktek jaminan ijazah karyawan memberikan hasil
kesimpulan bahwa perjanjian jaminan ijazah tidak memberatkan karyawan
dikarenakan setiap aturan, perjanjian telah tertuang pada kontrak yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak secara adil dan transparan sehingga yang dimaksud dalam
Kesepakatan kedua baik pihak perusahaan PT Mega Colombus kota Parepare dan
pihak karyawan secara hukum yang mengadakan perjanjian itu telah setuju, apapun
yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki dengan pihak yang lain
berdasar pada kemauan Sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak
ada kekhilafan dan penipuan serta kontrak perjanjian ijazah di PT Mega Colombus
kota Parepare tersebut adalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh
hukum Islam, dan memberikan maslahat baik kepada karyawan maupun kepada pihak
PT. Mega Colombus Kota Parepare

Kata Kunci: Maslahah Mursalah, Kontrak Kerja, PT Mega Colombus.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya
untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga
terpenuhi  hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan
pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang
kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan, keterkaitan itu tidak hanya dengan
kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga
keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat.

Hukum perburuhan merupakan bagian dari hukum yang berlaku, yang pada
pokoknya mengatur hubungan buruh dan buruh, buruh dan pengusaha.? Hasil dalam
bidang ketenagakerjaan diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja untuk
melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan penyedia
atau pengerah tenaga kerja, ini berarti ada perusahaan yang secara khusus melatih
atau mempersiapkan, menyediakan mempekerjakan tenaga kerja untuk kepentingan
perusahaan lain dan perusahaan inilah yang mempunyai hubungan kerja secara

langsung dengan buruh atau pekerja yang dipekerjakan.

! Ahmad Azhar Basyir, Aasas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: Ull Press, 2000).
2 R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan (Bandung : Pustaka Setia,2013).



Dalam dunia bisnis dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan yang sifatnya non-core atau penunjang suatu perusahaan kepada
perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa
pekerja atau buruh. Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan secara eksplisit tidak ada istilah outsourcing, akan tetapi dalam
praktek outsourcing dimaksud dalam Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan ini dikenal dalam 2 bentuk, yaitu pemborongan dan penyediaan
pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66,
sedangkan outsourcing secara implisit disebutkan dalam pasal 64 yang isinya sebagai
berikut : “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lainya melalui perjanjian.’

Perjanjian kerja di sebuah perusahaan idealnya melindungi kepentingan pihak
yang terkait di dalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya di buat
berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, karena ini menyangkut hak
dan kewajiban kedua belah pihak.

Namun PT. Mega Colombus Parepare menerapkan perjanjian yang
mensyaratkan para pekerjanya untuk menitipkan ijazah sebagai jaminan kerja. Hal
tersebut yang menjadi alasan peneliti untuk menelusuri pandangan Islam terkait
sistem perjanjian penitipan ijazah pada perusahan tersebut. Jika dilihat dari segi
pekerja, dalam Hukum Islam perjanjian kerja adalah bentuk transaksi “awadah” yaitu
transaksi tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya imbalan. Seorang
pekerja berjanji untuk bekerja pada majikan dan majikan tersebut menyediakan

pekerjaan dan upahnya, sehingga antara keduanya terjadi hubungan kerja, perjanjian

*Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan : Semarang University Press,
Semarang, 2015.



kerja ini dalam Syariat Islam di golongkan kepada perjanjian sewa menyewa atau al-
ijarah, yang tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak
dan untuk menghindari nafsadat.* Pemilihan lokasi penelitian yakni PT. Mega
Colombus Parepare disebabkan karena merupakan hasil observasi selama ini, dimana
peneliti telah melalukan observasi kepada beberapa perusahaan yang diasumsikan
meberlakukan sistem jaminan ijazah pula.

Berdasarkan fenomena dijelaskan diatas maka pengalihan tanggung jawab
untuk melakukan tindakan penjaminan terhadap sesuatu hal dapat di artikan dengan
kafalah. Sedangkan apabila dilihat dari pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata syarat sahnya suatu perjanjian diantaranya dengan adanya kesepakatan antara
kedua belah pihak. Namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi (salah satu para
pihak membuat kesepakatan di bawah tekanan atau paksaan), maka perjanian itu
dapat dibatalkan.’

Berkaitan dengan masalah tersebut telah ada anjuran untuk menguatkan akad-
akad demi terjadinya hak-hak dan tegaknya keadilan diantara manusia, oleh karena
itu Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu di kuatkan dengan tulisan yang
dapat di pahami oleh kedua belah pihak hak-hak dan kewajiban terhadap perjanjian
yang di lakukan sehingga perjanjian itu terjamin, terhindar dari kekhilafan bukan
perselisinan. Dalam figih Islam memberikan jaminan dengan menyerahkan benda
berharga yang dimilikinya atau menggunakan jasa pihak lain dapat di pergunakan

masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas hidupnya.

* Ahmad Azhar Basyir, Aasas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: Ull Press, 2000).

® R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 2008).



Begitupula yang dijelaskan persepsi islam bawah siapa yang bekerja keras
akan mendapat ganjaran masing-masing yang sewajarnya. Sehingga dipandang perlu
untuk menguatkan seluruh akad kerja pada saat proses persetujuan perjanjian awal.

Demikian sesuai ketentuan pasal 1321 yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah
apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau di perolehnya dengan paksaan

% Oleh karena hal tersebut telah di sepakati oleh kedua belah pihak

atau penipuan.
telah memberikan persetujuan sehingga terjadi keterikatan mereka secara hukum.
Dari semua pemaparan di atas sehingga peneliti tertarik meneliti lebih jauh
tentang kontrak kerja dengan memberikan ijazah sebagai jaminan. Berdasarkan
fenomena tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai jaminan
ijazah dalam sistem kontrak kerja dengan acuan proposal penelitian. Selanjutnya
penulis mengangkat dan meneliti sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi
yang berjudul: Analisis Maslahah terhadap Jaminan ljazah dalam Sistem Kontrak
Kerja (Studi Kasus di PT.Mega Colombus Parepare).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut, maka perlu
adanya rumusan masalah secara singkat sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja bersyarat jaminan ijazah karyawan dalam
hubungan kerja di PT. Mega Columbus Parepare?

2. Bagaimana analisis maslahah terhadap praktek jaminan ijazah karyawan dalam

hubungan kerja di PT. Mega Columbus Parepare?

® R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



C. Tujuan Penelitian
Setelah mengetahui rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana bentuk perjanjian kerja
bersyarat jaminan ijazah karyawan dalam hubungan kerja di PT. Mega
Columbus Parepare.

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan analisis maslahah terhadap praktek
jaminan ijazah karyawan dalam hubungan kerja di PT. Mega Columbus
Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk
penulis maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

Adapun manfaat penelitian ini terdapat:

1. Kegunaan Teoretis
Kegunaan secara teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a) Untuk menambah wawasan, khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi
perkembangan keilmuan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam.

b) Diharapkan bisa menjadi konstribusi positif dalam upaya menjawab kepastian
hukum outsourcing dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan khususnya dalam hal perjanjian kerja dengan studi normatif
melalui pandangan hukum Islam.

c) Sebagia sumbangsih pemikiran khazanah intelektual terkhusus di jurusan
muamalat terhadap kajian pertumbuhan atau ketenagakerjaan yang meliputi

dalam hal perjanjian kerja.



2. Kegunaan Praktis,

Sebagai bahan masukan kepada para pemikir hukum Islam di masa modern
untuk dijadikan salah satu topik ijtihad terhadap fenomena-fenomena yang muncul di
masyarakat yang belum diketahui status hukumnya dalam kegiatan muamalah, dan
juga dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa/i khususnya jurusan Muamalat /
Hukum Ekonomi Syariah dalam mempelajari tentang ijazah sebagai jaminan
pekerjaan dalam kontrak kerja.

a. Kegunaan terhadap PT. Mega Colombus Parepare.
Hasil penelitian ini dinilai berguna bagi pihak pengelolah PT. Mega Colombus
Parepare sebagai bahan bertimbangan serta rujukan untuk tetap melaksanakan

sistem perjanjian kerja yang diberlakukan padaa perusaahan tersebut.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terkait dengan topik ini tentu sudah pernah dilakukan oleh peneliti-
peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan telaah pustaka untuk membedakan peneltian
ini dengan penelitian sebelumnya.

Mengenai permasalahan tentang penahanan ijazah sebagai jaminan kerja di
perusahaan-perusahaan sebenarnya sudah banyak yang meneliti dan membahas, baik
dalam bentuk buku-buku maupun skripsi. Peneliti akan memperjelas posisi
penelitian ini dalam tinjauan pustaka ini. Peneliti-peneliti sebelumnya dapat
dijabarkan sebagai berikut:

1. Ar Ruum Pricella Putri, 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dalam
Hukum Perdata Tentang Penahan ljazah Asli Pada Perusahaan Dikaitkan
Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Tahun 2013 yang dilakukan di Jakarta, hasil penelitian menjelaskan dalam
pembahasannya yang lebih fokus terhadap perlindungan hukum bagi karyawan
dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaaan
dari sisi Penahanan ljazah pada suatu Perusahaan yang juga diberlakukan.
Perlindungan hukum yang nilai sebagai paying hokum atas status pegawai yang
harus menjaminkan ijazah mereka kepada suatu perusahaan, penilaian atas dasar
hukum perdata jika dikaitkan pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003. Jika
ditinjau dari sisi perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan
pada proposal yang dirumuskan oleh penulis, maka beberapa sisi perbedaan

dapat diliat dari aspek objek penelitian yang dimana ffocuspennelitian ini



membahas tentang perlindungan hokum yang dirujukkan pada hukum perdata
dikaitkan ~ dengan  Undang Undang Nomor 13 tahun  2003..

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama meneliti
tentang jaminan ijazah ketenagakerjaan sedangkan perbedaannya adalah pada
penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan hukum terhadap karyawan
dalam hukum perdata tentang penahanan ijazah asli pada ketenagakerjaan
sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang analisis maslahah terhadap
jaminan ijazah dalam system kontrak kerja karyawan.*

2. Fignanda Tiara Mega Dara pada tahun 2017. yang berjudul Dampak Akibat
Penahan ljazah Asli Pada Perusahaan (Studi Kasus PT Alfajaya Sorowako)
pada tahun 2017 dipalopo dimana hasil penelitiannnya yakni membahas tentang
beberapa dampak yang timbul bagi para karyawan baik itu yang mempengaruhi
jenjang Kkarir baik itu beban psikologi karyawan terhadap suatu kebijakan
perusahaaan yang menimbulkan berbagai polemic disistem ketenagakerjaan. Hal
tersebut diteliti dengan alasan banyaknya keluhan yang timbul akibat suatu
kesepakatan yang dibuat oleh perusahaan? Penelitian ini memilik beberapa aspek
kesamaan jika dibandingkan penelitian yang dirumuskan oleh penulis, sisi
persamaan yakni pada status kebijakan perusahaan untuk menjamin kontrak
kerja kepada karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, ketidak
jelasan kontrak memberikan kesamaan focus penelitian, serta beberapa hal yang

menjadi perbedaan penelitian ini yakni dari sisi dampak penahanan ijazah, hal

! Ar Ruum Pricella Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dalam Hukum Perdata
Tentang Penahan ljazah Asli Pada Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan Tahun 2011 (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta,
2013).

% Fignanda Tiara Mega Dara Dampak Akibat Penahan ljazah Asli Pada Perusahaan (Studi
Kasu PT Alfajaya Sorowako) (Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum, Palopo, 2017).



tersebut tidak diteliti oleh peneliti pada penelitian ini, sehingga sisi perbedaan
yakni dari aspek dampak yang telah dilakukan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama meneliti
tentang jaminan ijazah ketenagakerjaan sedangkan perbedaannya adalah pada
penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan dampak penahanan ijazah asli
pada perusahaan sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang analisis
maslahah terhadap jaminan ijazah dalam system kontrak kerja karyawan.

3. Elyanshia Ishatinaya Amalo pada tahun 2018. pada penelitiannya dengan judul
Tinjauan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Diberhentikan Sebelum Masa
Kontrak Berakhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Tahun 2011. Pembahasan dalam skripsi ini membahas tentang
perusahaan yang memberhentikan pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.® Terdapaat kesamaan penelitian
tersebut dari sisi tinjauan hukum terkait dengan kontrak kerja, tinjauan hukum
yang dijadikan sebagai bahan peneilitian yang menjadi pokok dari suatu
penelitiannya, namun terdapat beberapa perberbedaan dari sisi topic bahasan
penelitian yang merujuk pada pemberhentian pekerja sebelum masa kontrak
selesai menurut Undang Undang nomor 13 tahun 2013. Hal tersebut menjadi
bahan perbedaan penelitian, pada penelitian ini, penulis ingin membahas tentang
status hukum islamnya, namun penelitian sebelumnya membahas tentang

hukumnya jika pekerja diberhentikan sebelum masa kontrak selesai, hal tersebut

® Elyanshia Ishatinaya Amalo, Tinjauan Hukum Terhadap Tenaga Kerja yang Diberhentikan
Sebelum Masa Kontrak Berakhir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Tahun 2011 , (Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum, Palembang, 2018).
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menjadi alasan peneliti melakukan enelitian ini. Pada dasarnya perbedaan objek
penelitian inilah yang menjadi alasan peneliti melakukan menelitian tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama meneliti

tentang jaminan ijazah ketenagakerjaan sedangkan perbedaannya adalah pada
penelitian terdahulu meneliti tentang perlindungan tinjauan hukum terhadap
tenaga kerja yang diberhentikan sebelum masa kontrak selesai sedangkan pada
penelitian ini meneliti tentang analisis maslahah terhadap jaminan ijazah dalam
system kontrak kerja karyawan.

Peneliti menyimpulkan pembahasan terkait isu peneltian diatas memiliki sisi
perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian yang peneliti lakukan dimanan
beberapa penjelaskana menunjukkan bahwaa penelitian saya lebih mengarah
kepada jaminan ijazah dalam kontrak kerja kerja menurut pandangan hukum Islam
bukan perlindungan hukum bagi karyawan dalam perspektif hukum perdata di
Indonesia.

B. Tinjauan Teori
1. Teori Maslahah Mursalah

Menurut bahasa kata maslahah berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu
yang mendatangkan kebaikan* Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari
kata, s}ala>h}u, yas}uhu, s}ala>h}an .z3b= | #zla: | =la artinya sesuatu yang baik,
patut, dan bermanfaat. Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat
dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang

melarangnya.’

* Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arabl Terlengkap (Cet. I;
Surabaya : Pustaka Progressif, 2007).

SFauzan al-Ashari, Makna Alqur’an dan Tafsirnya (Khairul Bayan, Jakarta: 2003), h.19
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Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah al-mashlahah al-
mursalah itu dengan kata al-munasib al-mursal .” adapula yang menggunakan istilah
al-istidhal al-mursal. Istilah- istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu
tujuan, masing-masing memiliki tinjauan yang berbeda-beda.

Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Ushulul
Figh”, pada pembahasan maslahah mursalah menjelaskan bahwa maslahah di mana
syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat
dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.® Sedangkan
menurut A. Hnafiy, M. A, yang dikutip oleh Djazuli dan Nurol Aen dalam bukunya,
maslahah mursalah adalah kebaikan (maslahah) yang tidak disinggung-singgung
syara’ untuk mengerjakan atau meninggalkannya sedangkan kalau dikerjakan akan
membawa manfaat atau menghindarkan mudharat”.’

Setiap hukum yang di tetapkan Allah dalam Al-Qur“an begitupula yang di
tetapkan Nabi dalam Sunnahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal,
baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang di peroleh oleh
manusia maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. Maslahat itu berkenaan
dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri,
maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak di temukan hukumnya dalam Al-
Qur“an maupun Sunnah Nabi dapatkah hukum syar“a atau figih di tetapkan dengan
pertimbangan maslahat itu.

Maslahah merupakan setiap sesuatu yang menimbulkan suatu perbuatan, berupa

hal-hal baik. Sedangkan dalam terminologis syariat, terdapat beragam pendefinisian.

Abdullah Wahab Khallaf, 1lmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah
Hukum Islam (Cet 8; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002).

" Djazuli, Nurol Aen, Ushul Figh ; Metodologi Hukum Islam.
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Mustafa Syalbi menyimpulkan dalam dua pengertian. Pertama, dengan pengertian
majaz, maslahah adalah sesuatu yang menyampaikan pada kemanfaatan. Kedua,
secara hakiki, maslahah adalah akibat itu sendiri yang timbul dari sebuah tindakan,
yakni berupa kebaikan ataupun kemanfaatan. Imam Ghazali mendefinisikan maslahah
sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menanggulangi kerusakan.
Atau bisa juga dijelaskan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam
rangka merawat tujuan-tujuan syara’.

Al-maslahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa al-maslahah menjadi
landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah
tertentu di tetapkan sedemikian rupa karna kemaslahatan menghendaki agar hukum
tersebut di tetapkan pada masalah tersebut.

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang di tetapkan oleh nash atau ijma di
dasarkan atas hikmah dalm bentuk meraih manfaat ataaau kemaslahatan dan
menghindarkan mafsadat. Dalam pada itu, setiap ,,illah yang menjadi landasan hukum
bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (al-maslahah). Mereka percaya
bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang di tetapkan oleh nash yang di dalamnya
tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.®

Al-Ghazali menyatakan, setiap mashlahah yang kembali kepada pemeliharaan
maksud syara™ yang di ketahui dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma“. Tetapi tidak
dipandang dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode
giyas, maka dipakai al-mashlahah al-mursalah jika memakai qiyas, harus ada dalil
asal (magis alaih). Cara mengetahui mashlahah yang sesuai dengan tujuan itu adalah

dari beberapa dalil yang tidak terbatas, baik dari Al-Quran,sunah, garinah-garinah

¢ Abd. Rahmat Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2014) cet ke 3 hal 209
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maupun dari isyarat- isyarat. Oleh sebab itu cara penggalian mashlahah seperti itu
disebut al-maslahah al-mursalah (Al-Ghazali :310) . artinya terlepas dalil-dalil secara
khusus, tetapi termasuk pada petunjuk umum dari beberapa dalil syara® .

Asy-Syatibi, salah seorang ulama madzhab maliki mengatakan bahwa al-
maslahah al-mursalah adalah setiap perinsip syara™ yang tidak disertai bukti nash
Khusus, namun sesuai dengan tindakan syara™. Maka prinsip tersebut adalah sah
sebagai dasar hukum dan dapat dijadikan rujukan sepanjang ia telah menjadi perinsip
dan digunakan syara® yang qat™i .

Setelah dikemukakan beberapa pengertian al-mashlahah menurut beberapa ulama
ushul, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat al-mashlahah dalama syari*at Islam
adalah setiap manfa“at yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukan
mut“tabar (diakui) atau tidak manfaat itu.

Adapun manfaat al-mashlahah al-mursalah menurut Imam Maliki sebagai mana
hasil analisis Al-Syatibi adalah suatu maslahah yang sesuai dengan tujuan, perinsip,
dan dalil-dalil syara®, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang
bersifat dharuriat (primer) maupun hajjiyat (skunder).

Penjelasan definisi-definisi di atas juga menjelaskan bahwa tidak semua yang
mengandung unsur manfaat bisa dikatakan mashlahah mursalah, jika tidak termasuk
pada magashid asy- syari‘ah.

Namun demikian, al-mashlahah al-mursalah itu jangan dipahami tidak memiliki
dalil untuk dijadikan sandarannya atau jauh dari dalil-dalil pembatalnya. Tapi harus
dipahami al-mashlahah al-mursalah berdasarkan pada dalil yang terdapat pada syara®,
namun tidak dikhususkan terhadap al-maslahah al- mursalah ini. Bisa dikatakan

melalui metode yang jauh, seperti penjagaan terhadap roh, akal dan keturrunan.
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Di antara contoh yang dapat dikatakan al-mashlahah al-mursalah adalah
kemaslahatan daulah Islam dalam penjagaan harta penduduk oleh tentara ketika
membutuhkannya, atau ketika adanya musuh, juga ketika tidak sedikitpun harta yang
dimiliki oleh negara karena dibelanjakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat.
Kemaslahatan seperti itu tidak ada penguatnya dan tidak ad pula dalil yang
membatalkannya, namun termasuk sala satu dari maksud ketentuan syariat, yakni
menjaga agama.

Berdasarkan penjelasan diatas maka konsep dari pembahasan hukum dapat
diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah diterapkan, jika
terjadi pertentangan maka maslahat dimaksud digolongkan sebagai al-maslahat al-
mulghat. Pencarian para ushul figh terhadap maslahat itu diwujudkan dalam bentuk
ijtihad, berbagai macam istilah telah digunakan untuk menyebut metode penemuan
hukum, pada dasarnya semua metode ini bermuara pada upaya penemuan maslahat,
dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak

disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Quran maupun Hadist.’

a. Pertama maslahah yang legalitasnya berdasarkan tujuan dari suatu nash. Artinya
nash itu sendri dalam bentuk illat menyebut seseuatu itu dianggap sebagai suatu
maslahabh, ini disebut dengan maslahat mu’tabarah.

b. Kedua, maslahah yang ditolak legalitasnya oleh al-syar’l yaitu sesuatu yang
dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi al-syar’l seperti yang
ditunjukkan nash membatalkan atau menafkan kemaslahatan tersebut, ini biasa

disebut al-maslahat al-mulghah.

°® M.Usman, Rekonstruksi Teori Hukum Islam, (Cet 1, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi
Aksara,2015)
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c. Ketiga, maslahah yang tidak terdapat legalitas nah baik terhadap keberlakuan
maupun terhadap ketidakberlakuannya. Artinya, tidak ada yunjukkan nash baik
dalam tingkat naw’ (macam) maupun tingkat jins (jenis) terhadap suatu
perbuatan, yang terakhir inilah yang disebut dengan al-masalih al-mursalah.™®

a. Landasan Hukum Maslahah Mursalah

Sumber asal dari metode maslahah mursalah adalah diambil dari alQur’an
maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1) QS. Yunus: 57

R T T U T T T U s S Ay - O DUPCRPR T IO )
Oiasall daa )y sy saall 8 W cladl 357 h ddac 3% Siela 38 LWl Lol

Terjemahnya :

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu
dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk
serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”

2) QS. Yunus: 58

S s AR ot s T A B T
Os2ang s s 5 ) ea e cllve Zias Ty ) Jiasy 8

Terjemahnya:

"Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka
bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang

19 Fauzi, Fikih Kontemporer, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2016)

Y Al-Qur’an dan terjemahannya (QS-Yunus:57). Departemen Agama RI. (Bandung:
Diponegoro, 2008)
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mereka kumpulkan™.*?

3) QS. Al-Bagarah: 220

;“’ g2 e |
Al ?S" Uaﬁh#\;.\u\}_)ne@ic)\m\dﬁ@;\j\uc&JA)S:::L}MJ::J;Y\}LL}JE\@
#ff&\u\py&\gugjw\wm\gu

Terjemahnya:
“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak
yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika
kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah
mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan.
dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana™"

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam
mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah Hadits Nabi

Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah:

A,\s\d)u)u\‘uc&\@ajg)dﬂ\uhuwﬂuuamw‘f\&m d\."n«Y}J)m‘)f
J\}A»J\ﬂ\j 4ALA U"\ o\}_) u.u;u_uhl.ia}d\@d]u b\j)} KIS LAA_)ALJ‘;\.L:S
H\u‘i@‘&ﬁw}p&MﬁDMM&ﬁ&}M}‘M\J\L&MB

Artinya:
Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ‘anhu bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan
mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah,
no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta
diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa’ no. 31 secara mursal dari
Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tanpa
menyebutkan Abu Sa’id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling

2 Al-Qur’an dan terjemahannya (QS-Yunus:58). Departemen Agama RI. (Bandung:
Diponegoro, 2008)

B Al-Qur’an dan terjemahannya (QS-Al Bagarah;220). Departemen Agama RI. (Bandung:
Diponegoro, 2008)
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menguatkan satu sama lain) [Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam
Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250]."

b. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya

kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas,

tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang

diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena

syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara

umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan

(kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi atas

tiga bagian yaitu:

1)

2)

3)

Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam
kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan
harta.

Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah
derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan
manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak
terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan
mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika

tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam

% Hasan, Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, cet.

1, edisi I)
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kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai

pelengkap atau hiasan hidupnya

Untuk menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai landasan
hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus
tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur’an dan al-Hadits)
baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya
kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus
menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena
bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath
hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu
disisi lain.

Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam
menggunakan maslahah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun
syarat maslahah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak
pandangan ulama, diantaranya adalah.

1) Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan
syari” yang secara ushul dan furu’nya tidak bertentangan dengan nash. b.
Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang
sosial (mu’amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas
dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu’amalah tidak diatur secara
rinci dalam nash. c. Hasil maslahah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek

Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslahah adalah sebagai langkah
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untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam
masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

2) Menurut Abdul Wahab Khallaf
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila

memenubhi syarat yang diantaranya adalah:

Berupa maslahah yang sebenarnya (secara hagiqgi) bukan maslahah yang
sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan
mendalam serta benar-benar menarik manfa’at dan menolak kerusakan.

Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan,
tetapi untuk orang banyak. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan
oleh nash (alQur’an dan al-Hadits) serta ijma’ ulama.

3) Menurut Jumhurul Ulama
Menurut Jumhurul Ulama bahwa maslahah mursalah dapat sebagai sumber

legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Maslahah tersebut haruslah “maslahah yang haqiqi” bukan hanya yang
berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa
membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat
membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya
sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan
terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah
berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang
benar.

b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan

kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu,
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dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang

banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula.

c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat
dalm al-Qur’an dan al-Hadits baik secara zdahir atau batin. Oleh karena itu
tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti
menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian
waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam
pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa maslahah mursalah dapat
dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-
hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan maslahah
tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang
sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan
menolak kemudaratan. Dan maslahah tersebut mengandung kemanfa’atan secara
umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-
tujuan yang dikandung dalam al-Qur’an dan al-Hadits.

4) Pendapat Para Imam Madzhab tentang Maslahah Mursalah
Jumhur Ulama bersepakat bahwa maslahah mursalah adalah merupakan asas

yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan
Syafi’iyyah mensyaratkan tentang maslahah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah
giyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat digiyaskan kepadanya dan
juga terdapat illat mundhabith (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat
tempat untuk merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka

berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara’, tetapi mereka lebih leluasa
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dalam mengganggap maslahah yang dibenarkan syara’ ini, karena luasnya mereka
dalam soal pengakuan syari’ (Allah) terdapat illat sebagai tempat bergantungnya
hukum, yang merealisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada maslahah mursalah
yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk
hukum berdasarkan maslahah semata, tanpa memasukkan ke dalam giyas. Menurut
Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat dalam maslahat
yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu:

Pertama, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk bidang mu’amalah,
sehingga kepentingan yang terlihat di dalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran
kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadat.

Kedua, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari’ah dan
tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum di dalamnya.

Ketiga, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal yang pokok dan
darurat, bukan yang bersifat penyempurna (kemewahan). Hal-hal pokok tersebut
mencakup tindakan memelihara agama, jiwa/kehidupan, akal, keturunan, dan
kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki
kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat “hiasan dan tambahan”.
Sebenarnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut
maslahah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah berupaya
memasukkan maslahah ke dalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras, demi
memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun
golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang

berdiri sendiri dengan nama maslahah mursalah.
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2. Teori Perjanjian

Tinjauan adalah hasil yang didapat setelah menyelidik, mempelajari pendapat
atau pandangan dan seterusnya. Dimana dikatakan bahwa hukum islam adalah
seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu allah dan sunnahh rasul tentang
tingkah laku manusia mukallaf yang diakuui dan di yakini untuk mengikat semua
yang beragama islam.*

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang
atau lebih, yang kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan
sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi

Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan
setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu buruh
mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain, majikan untuk bekerja dengan
mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan
buruh dengan membayar uang.

Wiwoho Soedjono menyebutkan bahwa “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian
antara orang perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai pengusaha untuk
melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah”. Sedangkan Lalu Husni
menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah “suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si
buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan
mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan

si buruh dengan membayar upah”.16

5 Amir syarifuddin, Ushus Figih, Jilid 1 (Jakarta: Logos Wacana IImu, 1997).
16 Wiwoho Soedjono, 2003. “Hukum Perjanjian Kerja”, Jakarta.Bina Aksara, h. 9.
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Menurut Subekti, perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang majikan yang
ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas
bawah, yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak
memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.*’

Sedangkan system ialah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan
sehingga membentuk suatu totalitas. dan terkait dengan penjelasan kontrak kerja
bahwa suatu perjanjian dimana pihak yang satu si buruh, mengikat dirinya untuk
dibawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan
pekerjaan  dengan  menerima  upah.’®dan  dikaitkan  dengan  sistem
menahan/menyimpan suratt berharga berupa ijazah yang merupakan surat tanda tamat
belajar.'®

Suatu perusahaan terdapat Hubungan hukum antara Pengusaha atau pemberi
kerja yang merupakan pemilik perusahaan dengan pekerja atau penerima Kkerja.
Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata lahirnya hubungan hukum yang
bersifat kontraktual disebabkan karena adanya perjanjian atau dengan kata lain
hubungan kerja tersebut lahir karena adanya perjanjian kerja. Menurut pasal 1 ayat 15
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan “
Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.
Berdasarkan hubungan Kkerja yang dijelaskan diatas dalam Undang-undang

Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja merupakan.

17 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 46.
'8 Djumadi, Hukum Perburuan Perjanjian Kerja, (Jakarta, Grafindo, 2008).

% Department Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke 4 (Jakarta:
Modern English Press,1991).
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Hubungan hukum yang lahir setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan
pengusaha.7 Hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja didalamnya memuat
mengenai perjanjian kerja dengan unsur pekerjaan, upah dan perintah. Di dalam
perjanjian antara pengusaha dan pekerja, hukum perjanjian memberikan kebebasan
dengan seluas-luasnya asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Perjanjian kerja membuat terikatnya pekerja dengan perusahaan. Dan untuk
mengetahui sah atau tidaknya sebuah perjanjian, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa sahnya sebuah
perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Kesepakatan kedua belah pihak;

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, peraturan perundang-undangan. Perjanjian kerja tanpa adanya
kesepakatan para pihak atau salah satu pihak tidak mampu atau tidak cakap
melakukan perbuatan hukum, maka perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan.

Sebaliknya, jika dibuat tanpa adanya pekerjaan yang diperjanjiakn dan pekerjaan
yang diperjanjikan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi

hukum. Bahwa dalam perjanjian kerja di perusahaan idealnya melindungi semua
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kepentingan pihak yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak,
karena ini menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian tersebut memperoleh hak dan kewajiban bagi para pihak dalam
melaksanakan perbuatan mereka.

Hukum kontrak merupakaan bagian dari hukum perikatan. Bahkan sebagian para
ahli hukum menempatkan hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan
sebagaai perjanjian terlulis. Kontrak atau perjanjian ini merupakan peritiwa hukum
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atauu dua orang saling berjanji untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Setiap yang membuat kontrak tersebut
mengandung beberapa janji-janji yang harus dipenuhi serta mengikat para pihak
sebagaaimana mengikatnya undang undang. Hal ini dapat diliat pada pasal 1338 ayat
(1) yang menentukan bahwa mereka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.?

Berbicara bentuk dan isi perjanjian kerja berarti berbicara tentang syarat formil
suatu perjanjian kerja. Walau tidak ada satupun peraturan yang mengangkat tentang
bentuk dan isi perjanjian, karena dijamin dengan adanya “asas kebebasan berkontrak”
yakni suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat
kontrak (perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak
tersebut dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dengan memperhatikan
Pasal 1320, 1335 dan 1337 KUH Perdata disamping Pasal 52 UU Ketenagakerjaan.?*

Pengelompokan perjanjian kerja sangat beragam, hal ini tergantung dari persepsi

dimana para ahli memandangnya. Disamping itu, perjanjian kerja selalu berkembang

20 syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta, PT. Grafindo Persada,2007)
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sesuai dengan dinamika kehidupan dan kebutuhan masyarakat sehingga berpengaruh
dalam pengelompokannya.

Perjanjian kerja yang berlaku pada setiap perusahaan idealnya melindungi semua
kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya
dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak yang bersepakaat karena hal
tersebut merupakaan menyangkut hak dan kewajibab kedua pihak yang wajib
dilaksanaakaan. Namun secara fakta yang telah dilakukan pengamatan awal (pre-
observing) oleh peneliti bahwa PT. Mega Colombus Parepare menerapkan perjanjian
kerja yang mensyaratkan para pekerjanya menitipkan serta menjaminkan ijazahnya
sebagai kontrak perjanjian kerja.

C. Kerangka Konseptual
Agar tidak terjadi kesalah pahaman serta untuk dapat memahami judul
penulisan ini, maka penulis akan mendeskripsikan konsep judul yaitu “analisis
maslahah terhadap jaminan ijazah dalam system kontrak kerja (studi kasus di
PT.Mega Colombus Parepare).
Berikut beberapa Tinjauan umum terkait dengan penelitian ini:
1. Perjanjian
a. Pengertian Perjanjian
Perjanjian menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih”.?

22 Djumaidi, Perjanjian Kerja. (Yogyakarta: Ull Press, 2000).
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Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda
antara dua orang atau lebih, yang kekuatan hak pada suatu pihak untuk
memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk
menunaikan prestasi.”® Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian
adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dengan adanya pengertian perjanjian seperti diatas, bisa diambil
kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan
perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini akan berlainan jika
pengertian perjanjian tersebut dibandingkan dengan kedudukan perjanjian
kerja.

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk

sahnya perjanjian ada beberapa syarat, yaitu:

1) Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan
atau consensus pada pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan
adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau
lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yaitu kedua subyek
hukum yang mengadakan perjanjian itu harus setuju, apapun yang
dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki dengan pihak
yang lain, jadi mereka menghendaki sesuatu yang sama secara

timbal balik/mereka saling mengikatkan diri. Dengan kemauan

2 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip Norma Dan Praktek Diperadilan, (Jakarta,
Kencana, 2008).
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Sukarela Pihak-Pihak, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak
ada kekhilafan dan penipuan (Pasal 1321, 1322, 1328 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Tidak dikatakan Paksaan apabila
orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada dibawah
ancaman, baik rohani maupun jasmani, apalagi dengan cara
menakut-nakuti, misalnya dengan membuka rahasia sehingga
terpaksa menyetujui perjanjian tersebut (Pasal 1324 Kitab
UndangUndang Hukum Perdata).

2) Kecakapan yaitu dalam membuat suatu perjanjian harus cakap
menurut hukum. Orang yang cakap menurut hukum adalah orang
yang telah dewasa, tidak dibawah pengampuan. Seseorang
dikatakan cakap apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai
umur umur 21 tahun ataupun telah kawin walaupun belum berumur
21 tahun. Jadi dalam membuat suatu perjanjian, seseorang itu harus
dewasa, sehat pemikirannya.

3) Suatu hal tertentu yaitu suatu yang diperjanjikan harus mengenai
hal tertentu, ini penting untuk menetapkan hak dan kewajiban
masingmasing pihak.

4)  Suatu sebab yang halal yaitu isi perjanjian itu sendiri, jika dalam
perjanjian penahanan ijazah terdapat sebab yang tidak halal yaitu
seperti bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum maka
perjanjian tersebt dapat dibatalkan karena tidak mempunyai

kekuatan hukum, serta merupakan pelanggaran HAM.**

# Lalu Husni, Pengantar llmu Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008).
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c.  Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Abdul Kadir Muhammad menyebutkan bahwa di dalam

suatu perjanjian termuat beberapa unsur, yaitu:

1)
2)
3)
4)
5)

Adanya pihak-pihak

Adanya persetujuan antara para pihak
Ada tujuan yang akan dicapai

Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kecakapan membuat suatu perjanjian.?

d. Syarat Sah Perjanjian Kerja

Syarat sahnya perjanjian kerja diatur dalam Bab IX tentang

Hubungan Kerja, yaitu pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar keabsahan

yuridis bagi perjanjian kerja dibuat atas dasar :

1)
2)
3)
4)

Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hokum

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan

Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan. Secara
khusus dalam penjelasan pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan “tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah

kualitas dan kuantitas dari isi perjanjian kerja bersama tidak boleh

%% Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).
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lebih rendah dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang
berlaku.?®
d. Bentuk Perjanjian Kerja

Bentuk Perjanjian Kerja dalam pembuatan perjanjian kerja tidak
ditentukan bentuk tertentu, pertama dapat dilakukan secara lisan dengan
surat pengangkatan oleh pihak majikan dan tunduk pada ketentuan dalam
Pasal 1320 KUHperdata. Perjanjian kerja umumnya secara tertulis, tetapi
ada juga perjanjian kerja yang disampaikan secara lisan. Undang-undang
Nomor 13 tahun 2003 Pasal 50 angka 1 tentang ketenagakerjaan
memperbolehkan perjanjian kerja dilakukan secara lisan. Meskipun
kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak kerja jenis ini
tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan isi
kontrak kerja tersebut. Namun tentu saja kontrak kerja jenis ini
mempunyai kelemahan fatal, apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang
ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah
dituangkan secara tertulis maka akan merugikan pekerja. dan kedua dapat
dilakukan secara tertulis,yaitu dalam bentuk surat perjanjian yang ditanda
tangani oleh kedua belah pihak dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian kerja tertulis harus memuat
tentang jenis pekerjaan yang akan dilakukan, besarnya upah yang akan
diterima dan berbagai hak serta kewajiban lainnya bagi masing- masing
pihak. Perjanjian kerja tertulis harus secara jelas menyebutkan apakah

perjanjian kerja itu termasuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT

% Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syari’ah. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007).
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atau disebut sistem kontrak) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT atau sistem permanen/tetap).
Berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan mengenai bentuk perjanjian kerja dimana
pada ayat (1) menyatakan : “ perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau
lisan.” Bahwa dalam bentuk perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk
tertulis ataupun dilakuakn secara lisan, namun lebih dianjurkan untuk
dibuat secara tertulis demi mendapatkan perlindungan hukum yang lebih
baik, namun melihat kondisi masyarakat yang seringkali membuat
perjanjian kerja secara lisan.?’
Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur: “Perjanjian Kerja yang dibuat
secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
1) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
3)  Jabatan atau jenis pekerjaan;
4) Tempat pekerjaan
5) Besarnya upah dan cara pembayarannya
6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha
dan pekerja/buruh
7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

8)  Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

2" Ansori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press. 2010).
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9)  Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.®
e. Jenis Perjanjian Kerja

Jenis Perjanjian Kerja dapat dibedakan atas lamanya waktu yang
disepakati dalam perjanjian kerja, yaitu perjanjian kerja untuk waktu
tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
(PKWTT).

Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu Sebagaimana diatur
dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan hanya didasarkan atas jangka waktu atau selesainya
suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap.

Perjnajian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) ini diatur untuk
memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, dengan dasar pertimbangan
agar tidak terjadi dimana pengangkatan tenaga kerja dilakukan melalui
perjanjian dalam bentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk
pekerjaan yang sifatnya terus-menerus atau merupakan pekerja tetap.
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat menurut jenis
dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu,
yaitu :

1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesainnya dalam waktu yang

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

%8 alu Husni, Pengantar llmu Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008).



33

3) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau

4) Pekerjaan yang berhubungan dengan pokok baru, kegiatan baru
atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajakan.

Berikut Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT):

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;

2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundangundangan.

Syarat-syarat tersebut merupakan isi dari perjanjian kerja, karena
dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak
dan isinya tidak boleh rendah dari syarat-syarat kerja yang termuat dalam
peraturan perusahaan yang bersangkutan.?

Jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga
yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari
debitur. Dengan kata lain, jaminan perorangan itu adalah suatu perjanjian
antara seorang berpiutang dengan pihak ketiga yang menjamin
dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang. Yang termasuk jaminan
perorangan adalah:

1) Penanggung adalah orang lain yang dapat ditagih.

2) Tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng.

2 Ansori, Abdul Ghofur. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press. 2010)
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3) Perjanjian garansi.

Unsur jaminan perorangan, yaitu:

a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.

b.Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.

c.Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu
penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang terhadap debiturnya atau
antara pihak berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi
kewajiban-kewajiban dari pihak berutang (debitur).

Yang termasuk jaminan kebendaan adalah sebagai berikut:19 1) Gadai 2) Hak
tanggungan 3) Jaminan fidusia.

Berdasarkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan mengatur syarat-syarat pembuatan perjanjian Kerja
untuk waktu tertentu sebagai berikut:

1) Dibuat secara tertulis Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) ketentuan
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat
secara tertulis serta harus menggunakan bahas Indonesia dan huruf
latin. Jadi bila dibuat secara lisan atau bukan dalam Bahasa Indonesia
dan bukan huruf latin, maka kesepaktan tersebut adalah tidak sah atau
batal demin hukum, akibatnya pekerja tersebut dianggap sebagai
pekerja tetap.

2) Tidak boleh ada masa percobaan Pada pasal 58 ayat (1) Undang-

undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan
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bahwa dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
mempersyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apabila dalam
kesepakatan kerja tersebut diisyaratkan masa percobaan kerja, maka
perjnajian kerj untuk waktu tertentu tersebut batal demi hukum.
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Berdasarkan Pasal 60 ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perjanjian kerja untuk
waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling
lama 3 bulan. Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum
yang berlaku. Isi perjanjian kerja adalah inti dari perjanjian kerja
berkaitan dengan pekerjaan yang diperjanjikan. Didalam isinya jelas
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan,
kesusilaan dan ketertiban umum.*
f.  Berakhirnya Perjanjian Kerja
Berdasarkan Pasal 61 ketentuan Undang-undang No.13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan mengenai berakhirnya suatu perjanjian
kerja yaitu:
1) Pekerja meninggal dunig;
2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
3) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

% R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung : Pustaka Setia,2013)
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4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjian Kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha
atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan,
pewarisan, atau hibah. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka
hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-
hak pekerja/buruh. Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal
dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah
merundingkan dengan pekerja/burun. Dalam hal pekerja/buruh
meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-
haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama.

Suatu perusahaan terdapat Hubungan hukum antara Pengusaha atau
pemberi kerja yang merupakan pemilik perusahaan dengan pekerja atau
penerima kerja. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata lahirnya
hubungan hukum vyang bersifat kontraktual disebabkan karena adanya
perjanjian atau dengan kata lain hubungan kerja tersebut lahir karena adanya
perjanjian kerja. Menurut pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan “ Hubungan kerja adalah
hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian

kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”. Berdasarkan
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hubungan kerja yang dijelaskan diatas dalam  Undang-undang
Ketenagakerjaan bahwa hubungan kerja merupakan.

Hubungan hukum yang lahir setelah adanya perjanjian kerja antara
pekerja dan pengusaha.

Hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja didalamnya memuat
mengenai perjanjian kerja dengan unsur pekerjaan, upah dan perintah. Di
dalam perjanjian antara pengusaha dan pekerja, hukum perjanjian
memberikan kebebasan dengan seluas-luasnya asalkan tidak melanggar
ketertiban umum dan kesusilaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja membuat
terikatnya pekerja dengan perusahaan. Dan untuk mengetahui sah atau
tidaknya sebuah perjanjian.

Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan menetapkan bahwa sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai

berikut :

a. Kesepakatan kedua belah pihak;

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

kesusilaan, peraturan perundang-undangan.



38

Perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan para pihak atau salah satu
pihak tidak mampu atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka
perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, jika dibuat tanpa
adanya pekerjaan yang diperjanjiakn dan pekerjaan yang diperjanjikan
tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut batal demi
hukum. Bahwa dalam perjanjian kerja di perusahaan idealnya melindungi
semua kepentingan pihak yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua
belah pihak, karena ini menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Perjanjian tersebut.

Hak dan kewajiban bagi para pihak dalam melaksanakan perbuatan mereka.

Hak Pekerja adalah sebagai berikut :

1. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan.

2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi
dari pengusaha.

3. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat
dan kemampuan melalui pelatihan kerja.

4. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan atau pindah pekerjaan
dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.

5. Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan

yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
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Kewajiban Pekerja adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/burun mempunyai
fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya. Menjaga
ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara
demokrasi, megembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut
memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan angggota
beserta keluarganya.

2. Pengusaha dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam
perjanjian kerja bersama.

3. Pengusaha dan pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama
atau perubahannya kepada seluruh pekerja.

4. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh
pengusaha dan pekerja secara musyawarah untuk mufakat.

5. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara.

2. Jaminan ljazah
ljazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi sesudah lulus ujian yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mulai dari ijazah PAUD, TK, SD,

SMP, SMA, sampai universitas merupakan bukti tertulis bahwa seseorang

telah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap sudah memahami ilmu-ilmu

yang telah diajarkan.*

%! Department Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 4
(Jakarta, 2008).
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ljazah sangat berguna untuk seseorang dalam mencari pekerjaan.
Kebanyakan pengusaha atau pemberi kerja selalu mensyaratkan lampiran
ijazah asli pada saat melamar pekerjaan sebagai bukti bahwa sesuai kualifikasi
yang dibutuhkan pengusaha atau pemberi kerja, namun seringnya pengusaha
atau pemberi kerja tidak mencantumkan mengenai penyimpanan ijazah
apabila calon pekerja tersebut diterima bekerja. Kasus penyimpanan ijazah
sebagai jaminan profesionalitas dalam bekerja dan jaminan etos kerja tinggi

pekerja mulai muncul pada tahun 2008.
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D. Kerangka Pikir

Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami
hubungan antara variable dengan variable lainya maka perlu dibuatkan
bagang kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada

peneliti. Ada pun bagang kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai
berikut:

1. Kerangka Pikir

Jaminan ljazah pada
system kontrak kerja

Teori Maslahah Teori Perjanjian

Sistem bentuk Kontrak
Kerja/ Perjanjian

y

Pandangan Hukum
tentang Maslahah
Jaminan ljazah

}

Analisis Maslahah Terhadap Jaminan ljazah Dalam Sistem
Kontrak Kerja PT. Mega Colombus Parepare.




BAB IlI
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang atau perilaku.
Searah dengan pendekatan penelitian yaitu (field research) yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian guna memperoleh
data yang berhubungan dengan maslahah ijazah Sebagai Jaminan Kontrak Kerja di
PT. Mega Colombus Parepare, sedangkan jenis penelitian pada penelitian ini adalah
studi kasus. Penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian mengenai manusia
(dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara
mendalam. *
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian adalah
PT.Mega Colombus Parepare berlokasi di JI Sulawesi, Ujung Sabbang,
Kecamatan ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan,91114.
2. Waktu Penelitian
Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu dua bulan yang
dimana kegiatannya meliputi: pengajuan proposal penelitian, pengumpulan

data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

! Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2010), hal.3.
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C. Fokus Penelitian
Agar penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang
perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Pada penelitian
ini yang menjadi fokus penelitian ini yaitu bagaimana bentuk dan structur
perjanjian kerja bersyarat yang mengikuti sistem jaminan ijazah dalam hubungan
kerja serta pandangan hukum Islam terkait maslahah praktek jaminan ijazah
tersebut di PT.Mega Colombus Parepare.
D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau
dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.”
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak subjek yang
diteliti sebagai data utama penelitian.® Pada penelitian ini data primer berupa
hasil wawancara ataupun observasi awal yang telah dilakukan kepada
pemilik perusahaan dan karyawan pada PT. Mega Colombus Parepare..
2. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara
langsung melalui lapangan namun secara tidak langsung melalui media
perantara atau sumber yang mempermudah proses penelitian. Data sekunder

adalah foto yang berkaitan dengan penelitian maupun berita mengenai

2 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek), (Jakarta:Rineka cipta, 2006).

® Adi Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum ,(Jakarta: Granit, 2004).
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penelitian yang sedang dilakoni, yang terkait Jaminan ljazah sebagai
perjanjian Kontrak kerja.
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Library Research: yaitu pengumpulan data atau penyelidikan melalui
perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Field Research: yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian
lapangan dalam artian penulis mengadakan penelitian di dalam masyarakat
melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut, yang
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
Di dalam field research digunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi
Observasi atau pengamatan langsung adalah teknik pengumpulan data
dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung dan tanpa
perantara sebuah alat.

b. Wawancara
Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan Cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara
si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden
dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan
wawancara). Wawancara ini dilakukan kepada pemilik perusahaan dan

para pekerja perusahaan.
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c. Dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui
peninggalan tertulis, terutama berupa arsiparsip dan termasuk juga buku-
buku tentang pendapat, teori, dalil / hukum-hukum dan lain-lain yang
berhubungan dengan masalah penyelidikan.”
F. Teknik Analisis Data
Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi,
serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan sifat deduktif,
yaitu menganalisis dari Norma umum atau mengumpulkan data-data yang
bersifat umum untuk menilainya menjadi khusus.’
G. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang
dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data
yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji,
credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai
penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data
yang dapat dilaksanakan.

1. Credibility
Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian

yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak

* Joko Subagyo. Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)

® Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2012).
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meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan; a) Perpanjangan
Pengamatan; b) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian.

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.
Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya
hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. Dependability

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa
percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian
yang dependability atau reliabilitas sebagai contoh penelitian apabila
penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama
akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap
keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau
pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang
dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai
ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan,
memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan
data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability
penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah
disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability

berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah
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dilakukan. Sebagai contohnya misalnya apabila hasil penelitian merupakan
fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah

memenuhi standar confirmability.®

®Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.(Bandung:
Elfabeta.2007)h 274-276



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan ini penulis mengemukakan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview
(wawancara) maupun observasi, diantaranya yaitu deskripsi lokasi penelitian sebagai
berikut:

A. Perjanjian kerja bersyarat jaminan ijazah karyawan di PT. Mega Columbus
Parepare

Pada penelitian ini, penulis merujuk pada hasil pembahasan serta
menggabungkan hasil penelitian sebagai suatu hasil yang valid adanya, peneliti
melakukan wawancara kepada beberapa informan serta melakukan observasi kepada
beberapa karyawan serta pihak manajemen PT. Mega Colombus kota Parepare, hal
tersebut menjadi dasar atas pengambilan keputusan peneliti dalam merumuskan hasil
penelitiannya.

Beberapa informan yang kemudian menjadi sumber data utama pada
penelitian ini, peneliti menemukan beberapa data terkait dengan jaminan ijazah
karyawan sebagai suatu bentuk kerjasama diantara karyawan dan pihak manajemen.

Pada bagaian ini, peneliti mengkaji secara mendalam terkait dengan
perjanjian kerja bersyarat jaminan ijazah karyawan, beberapa data kemudian di
dapatkan sebagai penjabaran dari proses dan prosedur perjanjian kerja sebagai

tahapan berikut:

48
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1. Persyaratan Administrasi karyawan
Pada penjelasan pertama pada penelitian ini merujuk pada bagaimana proses
serta prosedur atas kerja yang menjaminkan ijazah sebagai salah satu persyaratan di
PT. Mega Colombus Parepare, salah satu hal yang mendasari pihak manajemen PT.
Mega Colombus kota Parepare dalam melakukan perekrutan karyawan yaitu dengan

menyimpan ijazah sebagai salah satu syarat administasi.

“Salah satu syarat untuk karyawan baru ialah mereka harus menyimpan
ijazah mereka sebagai dokument kontrak yang diberlakukan pada perusahaan
ini, jadi memang kami menjadikan ijazah itu sebagai suatu persyaratan

sl
utama

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merujuk pada beberapa aturan
yang kemudian menjadi dasar dianataranya vyaitu sebagai suatu persyaratan
manajemen PT. Mega Colombus kota Parepare sebagai salah satu aturan yang mereka
telah terapkan.

Sedangkan beberapa penjelasan juga disampaikan oleh karyawan bahwa;

“ljazah yang kami setorkan sebagai syarat administrasi pada awal
perekrutan sebagai seorang karyawan penjaga toko sama karyawan pegawai
biasa yang tugasnya itu lebih kepada sales toko”?

Berdasarkan penjelasn tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa betul
adanya bahwa PT. Mega Colombus kota Parepare menjadikan ijazah sebagai syarat

administrasi dalam perekrutan karyawan tokonya.

! Farida, hrd PT. Mega Colombus kota Parepare , wawancara 25 Januari 2022
2 Cici Nur Ainun, Karyawan PT. Mega Colombus kota Parepare , wawancara 25 Januari 2022
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Peneliti juga memberikan beberapa pandangan terkait dengan penyimpanan
ijazah yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja sebagai jaminan kontrak
kerja antara pengusaha dengan pekerja. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai
alasan atas dasar kehidupan manusia mempunyai kebebasan, kebebasan untuk
memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya yang di imbangi dengan pertanggung
jawaban.

Penjelasan terkait dengan penyimpanan ijazah di PT. Mega Colombus kota
Parepare tersebut tentu memiliki dasar yang juga dipertimbangkan oleh pihak
manajemen PT. Mega Colombus kota Parepare diantaranya yaitu:

a) Sebagai bentuk keseriusan calon karyawan

b) Sebagai bentuk kerjasama antara perusahaan dan karyawan

c) Sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam memilih karyawan
Berdasarkan penjelasan diatas, maka beberapa informan terkait dengan

manajemen PT. Mega Colombus kota Parepare menyampaikan bahwa:

“Kenapa kami mengsyaratkan ijazah untuk dicantumkan dalam setiap
perekrutan dikarenakan kami juga mempertimbangkan latar belakang
pendidikan karyawan baik itu karyawan SMA maupun pendidikan Lanjutan
seperti Universitas, pertimbangan yang juga dijadikan sebagai bentuk
kerjasama nantinya.”

Penjelasan diatas memberikan bukti bahwa pihak manajemen PT. Mega
Colombus kota Parepare telah melakukan prosedur sesuai dengan keputusan

manajemennya sendiri terkait dengan perekrutan tersebut.

® Farida, hrd PT. Mega Colombus kota Parepare , wawancara 25 Januari 2022
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Peneliti mempertimbangkan beberapa hal salah satunya yaitu berkaitan
dengan hak yang dimiliki beberapa orang salah satunya adalah hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak. Untuk memperoleh pekerjaan sekarang sangat sulit karena
jumlah pekerja dan lapangan pekerja tidaklah seimbang. Sehingga menimbulkan
tekanan bagi pekerja karena mereka membutuhkan pekerjaan untuk melanjutkan
hidup. Hal ini termasuk kesempatan bagus bagi pengusaha atau pemberi kerja salah
satunya dalam membuat perjanjian kerja. Seperti membuat perjanjian kerja dengan
menyimpan ijazah pekerja, di dalam Undang-undang tidak ada yang mengatur dengan
jelas tentang persoalan tersebut.

Peneliti mengemukakan beberapa hal terkait dengan bagian administrasi,
peneliti mengajukan pertanyaan berkaitan dengan dampak yang dirasakan oleh
karyawan jika ijazah mereka kemudian dijadikan sebagai jaminan pekerjaan baik itu
dari aspek administrasi, berikut penjelasan karyawan PT. Mega Colombus kota

Parepare;

“Kami sebenarnya tidak masalah jika ijazah itu hanya sebagai bahan
administrasi saja, tapi yang membuat kami disini tidak setuju yaitu dengan
adanya penahanan ijazah sehingga kami tidak bisa melakukan pendaftaran
jika ada lowongan kerja di tempat lain.”*

Berdasarkan penjelasan informan diatas, peneliti berasumsi bahwa pihak
karyawan toko PT. Mega Colombus kota parepare merasa sedikit tidak leluasa ketika

ada lowongan kerja lain yang ingin mereka daftar.

* Supardi Riko, Karyawan PT. Mega Colombus kota Parepare , wawancara 25 Januari 2022
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Berdasarkan seluruh penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa
ijazah sebagai salah satu syarat dokumen pada saat perekrutan karyawan benar
adanya sebagai regulasi yang dilakukan di PT. Mega Colombus kota Parepare.

2. Kontrak Kerja Karyawan

Pada temuan kedua yaitu jaminan ijazah sebagai salah satu bentuk kontrak
kerja karyawan toko di PT. Mega Colombus kota Parepare . Perjanjian kerja tersebut
idealnya melindungi semua kepentingan pihak yang terkait didalam perjanjian karena
sebuah perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua
pihak, karena ini menyangkut hak dan kewajiban kedua pihak.

Jika kemudian peneliti ingin mengkaji beberapa hal terkait dengan isu kontrak
kerja yang menggunakan ijazah sebagai bahan pertimbangan perusahaan PT. Mega
Colombus kota Parepare . Berikut penejelasan yang diberikan oleh pihak manajemen

PT. Mega Colombus kota Parepare;

“Ijazah yang disetorkan kepada Hrd kami itu kemudian kami akan
menganalisisnya pada saat melakukan perekrutan karryawan baru, ijazah
tersebut sebagai syarat administrasi yang juga dapat di gunakan sebagai salah
satu instrument kontrak perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan
secara profesional.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti secara valid menyatakan bahwa
adanya praktik penahanan ijazah itu dilakuakan sebagai bentuk perjanjian kontrak

kerja karyawan yang telah dilakukan bertahun tahun sebagai salah satu kebiasaan

dalam perekrutan karyawan di PT. Mega Colombus kota Parepare.

® Rauchar Djafar, Karyawan PT. Mega Colombus kota Parepare , wawancara 25 Januari 2022
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Peneliti kemudian mengaitkan sistem perjanjian Kkerja, apabila terjadi
penyesalan yang dialami oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian maka perlu
adanya aturan tentang jaminan. Sebagaimana yang terjadi pada PT.Mega Colombus
kota Parepare yang menerapkan penahan ijazah sebagai jaminan, dalam Islam dikenal
sebagai Ar- Rahn yaitu tetap, kekal, dan jaminan. Akad Ar- Rahn dalam istilah
hukum positif disebut barang jaminan, agunan, dan rungguhan. Definisi Ar- Rahn
adalah menjamin utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut,
atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang
bernilai uang sebagai jaminan terhadap utang. Ar- Rahn dibolehkan berdasarkan Al-
Quran, As- Sunnah dan [jma’.

Berdasarkan aturan serta kebiasaan yang terjadi kemudian hubungan hukum
antara pengusaha dan pekerja didalamnya memuat mengenai perjanjian kerja dengan
unsur pekerjaan, upah dan perintah. Di dalam perjanjian antara pengusaha dan
pekerja, hukum perjanjian memberikan kebebasan dengan seluas-luasnya asalkan

tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

“Menurut saya hal tersebut tidak melanggar hukum karena memang ada
persetujuan diantara kedua belah pihak, kami tidak melakukan pemaksaan kepada
calon karyawan maupun adanya iming-iming yang kami berikan kepada mereka, jadi
jika mereka setuju untuk menyimpan ijazah mereka, maka kami melakukan
perekrutan.”6

Berdasarkan penjelasan hasil interview tersebut, merujuk kepada perjanjian
tersebut, peneliti mengaitkan dengan penjelasan undang-undang soal perjanjian kerja
yang membuat terikatnya pekerja dengan perusahaan. Dan untuk mengetahui sah atau

tidaknya sebuah perjanjian.

® Farida, hrd PT. Mega Colombus kota Parepare , wawancara 25 Januari 2022
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Peneliti merumuskan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa sahnya sebuah perjanjian adalah
sebagai berikut :
a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, peraturan perundang-undangan
Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti mengaitkan beberapa penjelasan
yang merujuk pada aturan tentang ketenagakerjaan bahwa terdapat beberapa
instrument yang perlu untuk di analisis secara mendalam kembali baik itu berkaitan
dengan model dan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pihak manajemen PT.Mega
Colombus Parepare.
Peneliti melakukan wawancara terkait dengan bentuk kontrak kerja yang

ditawarkan oleh pihak manajemen PT.Mega Colombus Pareepare sebagai berikut:

“Kontrak kerjanya itu ada per 3 bulan, 6 bulan dan tahunanan sesuai
dengan posisi kerja yang ingin kita lamar, beberapa kontrak kerja itu
diberikan dan ditanda tangani sebagai buktinya”’

Berdasarkan penejelasan informan tersebut, bahwa kontrak yang diperjanjikan
oleh pihak manajemen PT.Mega Colombus Pareepare yaitu dengan tawaran durasi
waktu kerja, beberapa kontrak kerja itu meliputi kontrak selama 3 bulan, dengan

masa training selama 1 bulan dengan estimasi gaji yang bertahap, dengan durasi

"Cici Nur Ainun, Karyawan PT. Mega Colombus kota Parepare , wawancara 25 Januari 2022
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kontrak paling lama dengan durasi kontrak 1 tahun menjadi salah satu pertimbangan

setiap calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan.

“Bagi saya pribadi, saya merasa tidak terbebani dengan adanya kontrak
perjanjian ini, karena pekerjaan yang diberikan juga itu tidak terlalu sulit dan sesuai
dengan apa yang diperjanjikan schingga saya merasa tetap nyaman kerja di sini.”®

Berdasarkan penjelasan informan sebagai karyawan pada PT. Mega Colombus
Parepare, karyawan tersebut tidak merasakan adanya dampak buruk atas pekerjaan
yang diperjanjikan kepada mereka, pada dasarkan perjanjian yang diberikan tentunya
harus sesuai dengan apa yang dilakukan serta di implementasikan di lapangan
sehingga tidak menimbulkan beberapa dampak kepada karyawan.

Pada penjelasan ini juga peneliti memberikan beberapa poin sebagai bentuk
pertimbangan dalam melakukan analisis pada bagian selanjutnya:

1) Isi perjanjian kerja pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara
pekerja/buruh dengan perusahaan PT Mega Colombus kota Parepare yaitu:
Indikator yang mana menentukan masa kerja, upah, kewajiban pekerja/buruh,
jaminan ketenagakerjaan, ganti rugi jika melakukan pelanggaran ketentuan
pada peraturan perusahaan oleh pekerja/buruh, ketentuan pelaksanaan dalam
bekerja, dan potong gaji jika tidak masuk kerja tanpa keterangan. Tetapi
terlampir pada surat yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pekerja/buruh
serta rangkap perjanjian kerja tidak diberikan oleh perusahaan kepada
pekerja/buruh.

2) Hak dan kewajiban antara para pihak yang satu dengan yang lainnya

merupakan suatu kebalikan, jika disatu pihak merupakan suatu hak maka

® Supardi Riko, Karyawan PT. Mega Colombus kota Parepare , wawancara 25 Januari 2022
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dipihak lainnya adalah merupakan kewajiban. Kewajiban dari penerima kerja

yaitu sipekerja pada umumnya tersimpul dalam hak simajikan, seperti juga

hak sipekerja tersimpul dalam kewajiban simajikan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa alasan kebijakan tentang penahanan
ijazah karyawan sebagai jaminan kontrak yaitu karena karyawan yang kerap merasa
tidak betah bekerja disebuah perusahaan lalu keluar sebelum habis masa kontrak
sehingga dapat merugikan sebuah perusahaan, itulah salah satu yang mendorong
perusahaan untuk membuat kebijakan tentang ijazah karyawan yang ditahan selama
masa kontrak agar tidak adanya penyelewengan serta kecurangan yang dilakukan
oleh karyawan tersebut.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam perjanjian kerja di perusahaan idealnya
melindungi semua kepentingan pihak yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara
kedua belah pihak, karena ini menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Perjanjian tersebut memperoleh hak dan kewajiban bagi para pihak dalam
melaksanakan perbuatan mereka.

Dalam kasus PT. Mega Colombus parepare, perjanjian kerja yang dibuat oleh
perusahaan tidak mencantumkan ijazah sebagai objek jaminan, tetapi pada
kenyataannya perusahaan menahan ijazah sebagai objek jaminan kerja yang
dituangkan dalam selembaran surat bukti nomor Naker/C.4/565/461/1VV/2016 yang
ditandatangani oleh perusahaan yang menyatakan bahwa ijazah tenaga Kkerja
diserahkan ke perusahaan. Serta perusahaan tidak menyerahkan perjanjian kerja
untuk tenaga kerja, sehingga tenaga kerja tidak memiliki dokumen perjanjian kerja

yang dia dan perusahaan tandatangani, namun surat perjanjian tersebut berada pada
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bagian administrasi perusahaan yang dalam waktu kapanpun dapat di gunakan
sebagai bahan pertimbangan hukum.
B. Analisis maslahah terhadap praktek jaminan ijazah karyawan

Syarat administrasi bagi para karyawan baru pada PT. Mega Colombus
Parepare ialah dengan menyimpan ijazah asli sebagai jaminan dan hal ini menjadi hal
yang wajib bagi karyawan baru sebagai dokumen kontrak yang berlaku diperusahaan.
ljazah yang disetorkan sebagai syarat administrasi pada awal perekrutan sebagai
seorang karyawan penjaga toko dan karyawan pegawai biasa yang tugasnya lebih
kepada sales toko.

Jaminan ijazah yang dilakukan oleh PT. Mega Colombus kota Parepare
adalah salah satu bentuk kontrak karyawan toko. Perjanjian kerja yang dilakukan
idealnya untuk melindungi semua kepentingan dari pihak tertentu karena perjanjian
kerja yang dilakukan mestinya ada kesepakatan antara kedua bela pihak. Hal tersebut
karena adanya hak dan kewajiban antara kedua bela pihak. Jaminan ijazah yang
dilakukan oleh PT. Mega Colombus Kota Parepare dalam islam dikenal sebagai Ar-
Rahn yaitu tetap, kekal, dan jaminan.

Jaminan ijazah yang diterapkan oleh PT. Colombus Kota Parepare tidak
mengakibatkan dampak buruk terhadap karyawan atas pekerjaan yang diperjanjikan
kepada mereka, pada dasarkan perjanjian yang diberikan tentunya harus sesuai
dengan apa yang dilakukan serta di implementasikan di lapangan sehingga tidak
menimbulkan beberapa dampak kepada karyawan.

Salah satu alasan kebijakan tentang penahanan ijazah karyawan sebagai
jaminan kontrak yaitu karena karyawan yang kerap merasa tidak betah bekerja

disebuah perusahaan lalu keluar sebelum habis masa kontrak sehingga dapat
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merugikan sebuah perusahaan, itulah salah satu yang mendorong perusahaan untuk
membuat kebijakan tentang ijazah karyawan yang ditahan selama masa kontrak agar
tidak adanya penyelewengan serta kecurangan yang dilakukan oleh karyawan
tersebut.

Pada penjelasan bagian ini, peneliti merumuskan hasil analisis terkait dengan
hasil data yang digunakan pada penjelasan terkait dengan model dan deskripsi
penahanan ijazah sebagai bentuk kerjasama perjanjian dan persyaratan administrasi
karyawan di PT Mega Colombus kota Parepare.

Pada penjelasan ini peneliti menjabarkan analisis maslahah terhadap praktek
jaminan ijazah karyawan tersebut, setelah memahami secara mendalam model dan
alur kasus yang terjadi dilapangan, peneliti kemudian menjabarkan penjelasan bahwa
pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan, namun benda yang
dapat dijadikan jaminan umum apabila benda tersebut bersifat ekonomis (dapat
dinilai dengan uang). Benda tersebut dapat dipindahtangankan haknya kepada pihak
lain.

PT Mega Colombus kota Parepare yang dalam penerimaan tenaga kerja
tersebut mempersyaratkan penyerahan ijazah sebagai jaminan kerja yang tertulis
dalam sebuah dokumen yang terpisah dari perjanjian kerja. Tentu hal ini menjadi
dasar permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan undang- undang yang
berkaitan dengan permasalahan tersebut, dalam Hukum Jaminan juga dikatakan
bahwa surat berharga tidak dapat dijadikan jaminan karena tidak memiliki nilai
ekomonis sebagaimana terdapat pada surat mempunyai harga seperti surat tanah,
surat saham, obligasi, dan lain-lain. Sedangkan ijazah merupakan termasuk dalam

kategori surat berharga yang tidak memiliki nilai ekomonis, sehingga jika dijadikan
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jaminan maka hal tersebut tidak bisa dilakukan.Jika dikaitkan dengan fenomena saat
ini masih banyak perusahaan yang masih melakukan hal yang sama dengan PT Mega
Colombus kota Parepare baik yang berada di Kota Parepare maupun di kota-kota
lainnya, memang beberapa kota telah membuat Peraturan Daerah mengenai larangan
penahanan ijazah, tetapi masih ada beberapa kota lain yang belum ada kepastian
hukum mengenai penahanan ijazah tersebut, sehingga diperlukan pembaharuan.

Undang-undang Ketenagakerjaan mengenai penahanan ijazah ataupun
Peraturan Daerah yang belum ada di kota-kota tersebut dan ditetapkan Peraturan
Daerah sehingga memiliki kepastian hukum mengenai penahanan ijazah.

Hal ini juga untuk melindungi hak-hak dari pekerja/buruh itu sendiri. Faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:

1) Kaidah hukum/ peraturan itu sendiri.

2) Petugas/penegak hukum.

3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
4) Kesadaran masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dipandang perlu untuk melakukan
analisis terkait dengan tinjauan maslahah jaminan ijazah sebagai bentuk kerjasama
antara karyawan dan pihak manajemen PT Mega Colombus kota Parepare dalam
melakukan kontrak kerja diantara kedua pihak selama kurung waktu yang tertentu,
hal tersebut menjadi sangat penting untuk dibahas dalam kajian disiplin ilmu hukum
maslahah pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa pendekatan analisis dalam
hal ini merujuk pada teori maslahah.

Dalam sub bab ini penulis akan menganalisis tentang analisis maslahah

jaminan ijazah baik itu terhadap karyawan maupun pihak manajemen PT Mega
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Colombus kota Parepare. Disisi lain yang nantinya akan dipadukan dengan hukum
berdasarkan al Maslakah al-Mursalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang
akan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka konsep dari pembahasan hukum dapat
diterima selama tidak bertentangan dengan maslahat yang telah diterapkan, jika
terjadi pertentangan maka maslahat dimaksud digolongkan sebagai al-maslahat al-
mulghat. Sedangkan dalam konsep penelitian ini dimana sistem perjanjian ialah
seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu
totalitas. dan terkait dengan penjelasan kontrak kerja bahwa suatu perjanjian dimana
pihak yang satu si buruh, mengikat dirinya untuk dibawah perintahnya pihak lain, si
majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah dan
dikaitkan dengan sistem menahan/menyimpan surat berharga berupa ijazah yang
merupakan surat tanda tamat belajar.

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Bahkan sebagian
para ahli hukum menempatkan hukum perjanjian karena kontrak sendiri ditempatkan
sebagai perjanjian terlulis. Kontrak atau perjanjian ini merupakan peritiwa hukum
dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Perjanjian kerja yang berlaku di PT Mega Colombus kota Parepare idealnya
melindungi semua kepentingan pihak yang terkait dalam perjanjian karena sebuah
perjanjian semestinya dibuat berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak yang
bersepakaat karena hal tersebut merupakan menyangkut hak dan kewajiban kedua

pihak yang wajib dilaksanakan.
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Perlindungan perjanjian juga telah ditandatangani oleh kedua belah pihak
sebagai pihak pihak yang melakukan perjanjian diantara keduanya, terkait dengan
setiap aspek yang di jadikan sebagai rujukan pada analisis ini, maka menjadi sangat
penting bagi peneliti untuk melihat dari dua arah penjelasan ini bahwa:

Kesepakatan perjanjian tidak memberatkan karyawan dikarenakan setiap
aturan, perjanjian telah tertuang pada kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah
pihak. Yang dimaksud dalam Kesepakatan yaitu kedua baik pihak perusahaan PT
Mega Colombus kota Parepare dan pihak karyawan secara hukum yang mengadakan
perjanjian itu telah setuju, apapun yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga
dikehendaki dengan pihak yang lain, sehingga mereka menghendaki sesuatu yang
sama secara timbal balik/mereka saling mengikatkan diri. Dengan kemauan Sukarela
Pihak-Pihak, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kekhilafan dan
penipuan.

Berdasarkan penjelasan diatas merujuk pada aspek kemaslahatan, Syariat
Islam telah mengatur segala aspek, salah satunya adalah Al-Maslakah al-Mursalah.
Disebut sebagai suatu Al-Maslakah, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan Al-
Maslahah ini dapat menghindarkan dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi
sebaliknya Al-Maslazah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan.

Peneliti kemudian mengaitkan hasil penelitian ini dengan teori maslahah
mursalah demikian halnya, disebut bahwa al-Mursalah karena syarak tidak
menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-
terangan. Jadi dapat dikatakan Al-Maslakah al-Mursalah adalah sesuatu yang
memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan, yang tidak ada ketentuan

hukumnya dari nash syarak baik yang mengakui atau menolaknya serta sejalan dan



62

senapas dengan maksud dan tujuan syarak dalam mensyariatkan hukum atau juga
dapat diartikan Al-Maslakah al-Mursalah ialah pengambilan manfaat kebaikan dari
sebuah transaksi yang dilakukan oleh manusia yang berkaitan dengan hal muamalah.
Jika dikaitkan dengan kasus yang kemudian menjadi pokok penelitian ini, bahwa
perjanjian berbentuk penahanan ijazah dikategorikan memberikan ikatan yang jelas
diantara karyawaan dan pihak PT Mega Colombus sehingga tidak adanay unsur yang
menyalahi konsep dari asas kemanfaatan pada hukum maslahah.

Sedangkan jika dikaitkan dengan teori perjanjian yang terkait dengan
hubungan suatu hukum sebagai suatau perjanjian kerja antara seorang majikan yang
ditandai dengan ciri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas
bawah, yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak
memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya. Secara fakta dilapangan
bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak telah sesuai dengan aturan yang
diperjanjikan sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan adanya penyalahgunaan
wewenang baik itu pihak PT Mega Colombus maupun karyawan secara pribadi. Teori
perjanjian lebih menghususkan pada sistem yang secara mutlak mengatur antara dua
pihak yang telah terikatt dalam suatu kesepakatan. Jika dikaitkan dengan kasus
penelitian ini maka ikatan yang dimaksud ialah perjanjian anatara pihak PT Mega
Colombus dan Karyawan.

Dari analisis maslahah penulis tentang kontrak perjanjian ijazah di PT Mega
Colombus kota Parepare tersebut adalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang
ditetapkan olen hukum Islam, dan memberikan maslahat baik kepada karyawan

maupun kepada pihak PT. Mega Colombus Kota Parepare.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang analisis maslahah terhadap praktek jaminan

ijazah karyawan dalam hubungan kerja di PT. Mega Columbus Parepare dapat

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bentuk perjanjian kerja bersyarat jaminan ijazah karyawan di PT. Mega
Columbus Parepare benar adanya sebagai suatu pertimbangan persyaratan
administrasi karyawan dalam melakukan perekrutan karyawan yaitu dengan
mnyimpan ijazah sebagai salah satu syarat administasi dan perjanjian sebagai
bentuk kontrak kerja karyawan dengan dasar perjanjian yang dilakukan oleh
kedua belah pihak karyawan dan PT.Mega Colombus Kota Parepare, kebijakan
tentang penahanan ijazah karyawan sebagai jaminan kontrak yaitu karena
karyawan yang kerap merasa tidak betah bekerja disebuah perusahaan lalu keluar
sebelum habis masa kontrak sehingga dapat merugikan sebuah perusahaan,
itulah salah satu yang mendorong perusahaan untuk membuat kebijakan tentang
ijjazah karyawan yang ditahan selama masa kontrak agar tidak adanya
penyelewengan serta kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

Analisis maslahah terhadap praktek jaminan ijazah karyawan memberikan hasil
kesimpulan bahwa perjanjian jaminan ijazah tidak memberatkan karyawan
dikarenakan setiap aturan, perjanjian telah tertuang pada kontrak yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak secara adil dan transparan sehingga yang
dimaksud dalam Kesepakatan kedua baik pihak perusahaan PT Mega Colombus
kota Parepare dan pihak karyawan secara hukum yang mengadakan perjanjian

itu telah setuju, apapun yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki
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dengan pihak yang lain berdasar pada kemauan Sukarela dan tidak ada paksaan
dari pihak manapun, tidak ada kekhilafan dan penipuan serta kontrak perjanjian
ijazah di PT Mega Colombus kota Parepare tersebut adalah sesuai dengan
prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum Islam, dan memberikan maslahat
baik kepada karyawan maupun kepada pihak PT. Mega Colombus Kota
Parepare.
B. Saran
Setelah peneliti melakukan penelitian terkait analisis maslahah terhadap
praktek jaminan ijazah karyawan dalam hubungan kerja di PT. Mega Columbus
Parepare sebagai masukan yakni, peneliti menyarankan agar pihak manajemen PT.
Mega Colombus lebih transparan lagi serta mempertimbangkan seluruh aktivitas dan

tugas serta wewenang yang diberikan kepada karyawannya.
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